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KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 

         NOMOR : 188.4/1912/BAPPELITBANGDA  
 

 TENTANG 

PENETAPAN NARASUMBER  PADA ACARA KONSULTASI RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat 2 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan 
Narasumber Konsultasi Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-
2029; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a  diatas, maka perlu menetapkan 

Narasumber Konsultasi Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-

2029. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801)); 

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6987) 

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nmor 
1312); 

  5. Paraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2022 Nomor 13 sebagimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 41 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2023 Nomor 42); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 319); 

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 34); 

8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
900/94/I/BKD Tahun 2025 tentang Pengesahan 
Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan 
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah Provinsi Sulaweis Selatan Tahun Anggaran 2025. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Narasumber Konsultasi Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.  

 
KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Narsumber sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU adalah Membawakan Materi/Arah serta 
Masukan pada Penyusunan Dokumen Rancangan Awal 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. 
 

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan melalui DPA Bidang 
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan 5.01.02.1.01.0006 
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal, 24 April 2025   
   

      KEPALA BADAN 
 
 
        £ 

 
 

  SETIAWAN ASWAD  
     

 
Tembusan : 
1.  Gubernur Sulawesi Selatan  
2.  Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
3.  Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan  
4.  Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan  
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.  
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 
NOMOR 188.4/1912/BAPPELITBANGDA 
TANGGAL 24 April 2025 
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA ACARA KONSULTASI 
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029  
          

DAFTAR NARASUMBER  PADA KONSULTASI RANCANGAN AWAL 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029  

 

Narasumber : 1. Sekretaris Direktorat Jendral Bina 

Pembangunan Daerah  

2. Fungsional Perencanan Wilayah III Direktorat 

Jendral Bina Pembangunan Daerah 

3. Fungsional Penelaah Teknis Kebijakan 

Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah 

4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi 

Selatan   

 
           KEPALA BADAN 

 
 

£ 
 
 
 

         SETIAWAN ASWAD 
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